A

Sistem Pasar Lelang Terpadu, Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas wajib membuat dan menyampai-
kan informasi dan/atau laporan secara berkala kepada
Bappebti atas hasil penyelenggaraan Pasar Lelang Ko-
moditas vang menggunakan Sistem Pasar Lelang Ter-
padu.

Pasal b
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
. tahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempa-

tannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODIT),
tid.
BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
-pada tanggal 14 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNE;ANGAN
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1529

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN
- KEMUDIAN (FORWARD)

(Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA'BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan per-
tumbuhan ekonomi di bidang perdagangan ko-
moditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang
mendukung terciptanya efisiensi perdagangan
komoditi agro;

b. bahwa sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi
perdagangan komoditi agro sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a, perlu diberi kesempatan usaha
seluas luasnya bagi Lembaga Kliring dan Penjami-
nan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian
(Forward);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perda-
gangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar lLelang
dengan Penyerahan Kemudian (Forward);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1297 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
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Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambah-
an Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ten-
tang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5231);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik indone-
sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negé-
ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba-
ran Negara Republik indonesia Tahun 2001 No-
mor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indénesia Nomor 4437);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perdagangan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/
MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDA-

GANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PER--

SETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN
{(FORWARD]).

Pasal 1
Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Psal 2
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian (Forward) hanya dapat
dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

! Pasal 3
{1) Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang

dengan Penyerahan Kemudian (Forward) harus |

memiliki persyaratan paling sedikit:

"a. memiliki modal disetor sebesar Rp100.000.
000.000,00 (seratus miliar rupiah);

.b. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Lembaga
Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan
Penyerahan Kemudian (Forward) yang telah
disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komaditi; '

c. memiliki sarana dan prasarana termasuk
sistem yang mendukung kliring dan pen-
jaminan Pasar lLelang secara teratur, wajar,
efisien, efektif, dan transparan; dan

d. melakukan kerjasama dengan Penyelenggara
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian
{Forward) untuk menjamin penyelesaian tran-
saksi.

(2) Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. persyaratan untuk menjadi anggota Lembaga

Kliring dan Penjaminan dengan Penyerahan |

Kemudian (Forward);

b. mekanisme kliring dan penjaminan, serta pe-
nyelesaian transaksi;

¢c. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan

d. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan per-
aturan dan tata tertib.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1)} disémpaikan kepada Kepala Bap-
pebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-
FRM.I1.01 dan dilengkapi dengan dokumen seb-
agaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomer
PL-FRM.II.01.A, PL-FRM.I.01.B, PLFRM.1.01.C,
dan Nomor PL-FRM.!I,01.D sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang merupak-
an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoaoditi
ini.

Business News 8935/ 16-12-2014




[ (1)

(2)

{3)

(4)

(5)

Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) -

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

Pasal 5
Bappebti melakukan penelitian keabsahan doku-
men sesuai dengan aslinya dan penilaian doku-
men sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan
sarana fisik di kantor Lembaga Kliring dan Pen-

" jaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Ke-

mudian (Forward) serta membuat Berita Acara
Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir No-
mor PL-FRM.I1.02 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi ini.
Bappebti memberikan Persetujuan atau Peno-
lakan permohonan Lembaga Kliring dan Penjami-
nan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian
(Forward) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
Bappebti memberikan Persetujuan permohonan
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian {(Forward) dengan
menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.03 se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi ini yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas
Pe\rdagangan Berjéngka Komaditi ini.
Bappebti menyampaikan Penciakan permohonan
persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (For-
ward} dengan menggunakan Formulir Nomor PL-
RM.11.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini yang merupakan bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pen-
gawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

' Pasal 6

Dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan

telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, Lem-
baga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Pe-
nyerahan Kemudian (Forward} wajib :

a.

menyimpan dana yang diterima dari anggota Lem-
baga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan
Penyerahan Kemudian (Forward) dalam rekening

(1)

(2)

(1)
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yang terpisah dari rekening milik L.embaga Kliring
dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan
Kemudian {Forward) pada bank umum dan/atau
bank devisa; /
menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan
serta kegiatan usaha anggota Lembaga Kliring
dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan
Kemudian (Forward), kecuali informasi tersebut
diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
mendokumentasikan dan menyimpan dengan
baik semua data yang berkaitan dengan keg-
iatan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian
(Forward);dan

memantau kegiatan dan kondisi keuangan ang-
gota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Le-
tang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)
serta mengambil tindakan pembekuan atau
pemberhentian anggota Lembaga Kliring dan
Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan
Kemudian (Forward) yang tidak memenuhi per-
syaratan keuangan dan pelapdran, sesuai dengan
Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 7
Perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan

‘Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan

Kemudian (Forward) wajib dilaporkan kepada
Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah
perubahan tersebut sah menurut peraturan pe-
rundangundangan.

Laporan perubahan anggaran dasar Lembaga Klir-
ing dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyera-
han Kemudian (Forward) sebagaimana dimaksud

pada avyat (1) diajukan kepada Bappebti dengan

menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.05 dan
dilengkapi dengan dollumen sebagairmana diper-
syaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.I1.01.A
dan Nomor PL-FRM.II.01 sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdégangan Berjangka Komoditi ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komaoditi ini.

Pasal 8 .
Perubahan alamat Lembaga Kliring dan Penjami-
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nan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian
{Forward) waijib dilaporkan kepada Bappebti.

(2) Laporan perubahan alamat Lembaga Kiiring dan
Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Ke-
mudian (Forward) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bappebti dengén
menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.06
dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana
dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.
I1.C1.C sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini yang merupakan bagian ti-
dak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pen-
gawas Perdagangan Berjangka Komaoditi ini.

Pasal 9
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Le-
lang dengan Penyerahan Kemudian (Forward} waijib
menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan
atas kegiatannya kepada Bappebti.

Pasal 10
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Le-
lang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Per-
aturdn ini dikenakan sanksi administratif sesuai den-
gan peraturan perundangundangan di bidang Pasar
Lelang.

Pasal 11

- Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini :

a. Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang
telah memperoleh persetujuan dari Bappebti wa-
jib menyesuaikan modal disetor secara bertahap
dalam waktu 2 {dua) tahun sejak peraturan ini
diundangkan.

b. Penyesuaian modal disetor sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dilakukan melalui tahapan seb-
aﬁai berikut:

a. tahap pertama, Lembaga Kliring dan Penjami-
nan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemu-
dian (Forward) wajib meningkatkan modal

disetor menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah) paling lambat 1 {satu) ta-
hun sejak peraturan ini diundangkan; dan

b. tahap kedua, Lembaga Kliring dan Penjaminan
Pasar lLelang dengan Penyerahan Kemudian
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(Forward) wajib meningkatkan modal disetor |
menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus mil- |
iar rupiah) paling lambat 2 {(dua) tahun sejak

peraturan ini diundangkan. |

Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku, Per-
aturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjang-
ka Komoditi Nomor - 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010
tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward}
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempa-
tannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIR}

Diundangkan di Jakarta
pada tanggai 14 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1530

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )




